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MOTTO : 
 

“Sebuah mimpi dapat terwujud bukan karena keajaiban, melainkan 

karena keringat dan kerja keras” 

(Colin Powell) 
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ABSTRAK 

TANGGUNG JAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP 

PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA 

PENCURIAN MOTOR RODA DUA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN 

NEGERI KAYUAGUNG) 

OLEH 

IRA LESTARI 

Salah satu tugas jaksa adalah melakukan pelaksanaan pengembalian 

barang bukti, berdasarkan fakta di lapangan terdapat barang-barang bukti yang 

diputus untuk dikembalikan kepada yang berhak, dalam pelaksanaan 

pengembalian barang bukti mengalami salah satu kendala, yaitu pemilik atau 

orang yang berhak atas pengembalian kendaraan itu tidak pernah datang ke kantor 

kejaksaan akibatnya memakan waktu yang lama. 

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis memilih metode pendekatan yuridis 

sosiologis dengan pengumpulan data ke studi kepustakaan,dan wawancara. 

Hasil Penelitian dan pembahasan menujukkan bahwa dalam tanggung 

jawab jaksa penuntut umum terhadap pengembalian barang bukti yaitu adanya 

Prosedur terhadap pengembalian barang bukti perkara tindak pidana pencurian 

motor roda dua di kejaksaan, pihak yang ingin melakukan pengambilan kendaraan 

motor roda tersebut harus memenuhi syarat administrasi seperti fotocopy STNK, 

fotocopy KTP, Surat kuasa, surat berita acara, putusan dari pengadilan. Serta 

adanya kendala bagi pihak kejaksaan terhadap terdakwa, karena terdakwa tersebut 

tidak mau menelfon pihak keluarganya untuk mengambil kendaraaan tersebut. 

Kata Kunci : Barang bukti, Tindak Pidana Pencurian Motor, Jaksa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Jaksa Penuntut Umum dalam proses penanganan perkara adalah meneliti 

dan menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti yang diserahkan oleh pihak 

penyidik untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang 

guna pemeriksaan sampai diputusnya perkara tersebut. Untuk perkara yang barang 

buktinya berupa kendaraan motor roda dua, penguasaan dan tanggung jawab akan 

barang bukti kendaraan tersebut akan beralih dengan sendirinya dari pihak 

penyidik (Polri) kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum yang 

menangani perkara tersebut melekat tanggung jawab penuh atas penguasaan 

barang bukti kendaraan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim Pengadilan 

Negeri terhadap kendaraan yang menjadi barang bukti. Apakah kendaraan itu 

dirampas untuk Negara, dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada 

yang berhak/ dari siapa kendaraan itu disita. 

Dalam proses pelaksanaan eksekusi, sering Jaksa Penuntut Umum 

mengalami kendala dalam pengembalian barang bukti kendaraan dikarenakan 

pemilik atau orang yang berhak atas pengembalian kendaraan itu tidak pernah 

datang ke kantor Kejaksaan Negeri (bersangkutan) walaupun sudah diberi tahu 

oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkaranya pada saat persidangan 

maupun pemberitahuan lewat handpone.1 

 

 

 
 

1Marpaung, Leden. 1992. Proses Penanganan perkara Pidana, Bagian Kedua. Jakarta: 

Sinar Grafika 
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Akibatnya barang bukti yang dikembalikan itu lama kelamaan bertambah 

banyak dimana kondisinya terkadang tidak terawat dan tertata rapi di kantor 

kejaksaan negeri tersebut. 

Kondisi ini membuat selaku Kepala Seksi Barang bukti Kejaksaan Negeri 

(bersangkutan) yang bertanggung jawab terhadap pengendalian administrasi 

perkara tindak pidana tersebut berupaya mencari jalan pemecahan persoalan 

dengan membuat prosedur tata cara pengambilan barang bukti kendaraan yang 

perkaranya sudah diputus Pengadilan Negeri dan telah memiliki kekuatan hukum 

tetap dalam sebuah buku saku. 

Bagian paling terpenting dari tiap pidana adalah persoalan mengenai 

pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan 

dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian, maka 

kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. 

Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Yang dimaksud 

barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang 

bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun 

apabila kita simak dan perhatikan satu per satu peraturan perundang-undangan 

bernafaskan pidana (undang-undang pokok, undang-undang maupun peraturan 

pelaksanaannya) tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi 

Mengenai pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46 KUHAP. 

Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal 

perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga 

dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu masih ditingkat 

penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa di sidang pengadilan dasar atas 
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pengembalian barang tersebut karena diperlukan untuk mencari nafkah atau 

sebagai sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHAP dengan 

tegas menyebutkan bahwa pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang 

tersebut dapat dihadapkan di pengadilan dalam keadaan utuh. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang 

diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum 

dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. 

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang 

ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan 

adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri 

yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara 

Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan.2 

Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dimusnahkan 

atau dijual dilelang untuk negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP 

hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita saja. Apabila terhadap barang 

bukti tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak, 

maka jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap harus segera mengembalikannya. 

 

 

 

 

 
 

2Andi Hamzah, 2007, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 
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Namun kenyataannya di dalam proses pengembalian barang bukti tersebut 

menemui hambatan atau kendala, sehingga pelaksanaan pengembalian barang 

bukti tidak bisa segera dilaksanakan (memakan waktu yang lama). Berdasarkan 

uraian di atas maka saya memilih judul “TANGGUNG JAWAB JAKSA 

PENUNTUT UMUM TERHADAP PENGEMBALIAN BARANG BUKTI 

PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR RODA DUA (STUDI 

KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KAYUAGUNG) 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang diteliti 

dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana prosedur tata cara pengambilan barang bukti perkara tindak pidana 

pencurian kendaraan motor roda dua yang perkaranya sudah diputus dan telah 

memiliki kekuatan hukum tetap kepada pemilik/orang yang berhak ? 

2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengambilan barang bukti 

tindak pidana pencurian kendaraan motor roda dua yang disita setelah adanya 

putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ? 

 
 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran 

terhadap tanggung jawab jaksa penuntut umum terhadap pengembalian barang 

bukti perkara tindak pidana pencurian motor roda dua (studi di kejaksaan negeri 

kayuagung), tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang 

ada kaitannya. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Guna mengetahui dan menjelaskan mengenai prosedur tata cara pengambilan 

barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan roda dua terhadap studi kasus 

di kejaksaan negeri kayuagung setelah adanya putusan hakim yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap khususnya terhadap barang bukti. 

2. Guna mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pengambilan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan roda 

dua yang disita setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

3. Guna melengkapi pengetahuan yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan 

informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus 

merupakan sumbagan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater. 

 
 

D. Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan 

yang memuat-memuat istilah-istilah dan batasan-batasan serta pembahasan yang 

dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

penafsiran untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan 

dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul 

skripsi ini sebagai berikut : 
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1. Tanggung jawab adalah: keadaan dimana wajib menanggung segala 

sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, 

menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung 

akibatnya. 

2. Pengembalian adalah: Proses, cara, perbuatan mengembalikan (hasil yang 

diperoleh dari aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik).2 

3. Barang bukti adalah: Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita 

benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan 

untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai 

barang bukti (Pasal 40 KUHAP). 

4. Penyitaan adalah: serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 

dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam 

penyidikan,penuntutan,dan peradilan. 

5. Perkara adalah: masalah, persoalan, urusan (yang perlu diselesaikan atau 

dibereskan). 

6. Tindak pidana pencurian adalah: salah satu kejahatan terhadap 

kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap 

benda/kekayaan.4 

 

 

 

 

 

 

 

 
2https://kbbi.web.id/, diakses tanggal 11 Desember 2020 
4https://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/81422-perbedaan-pidana-umum-dan- 

pidana-khusus/ , diakses tanggal 11 Desember 2020 

https://kbbi.web.id/
https://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/81422-perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/
https://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/81422-perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/
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E. Metode Penelitian 

 

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk 

permasalahan yang akan dibahas, dimana bersangkut pautnya dengan tanggung 

jawab jaksa penuntut umum terhadap pengembalian barang bukti perkara tindak 

pidana pencurian motor roda dua di kejaksaan negeri kayuagung oki maka jenis 

penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) 

dan tidak bermaksud menguji hipotesa.5 

 

1. Jenis penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah 

jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan data yang di dapat dari penelitian 

lapangan dengan mengadakan wawacara kepada informan yang berkaitan dengan 

judul ini. 

2. Jenis dan sumber bahan hukum 

 

Pada dasarnya sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu data primer dan data 

sekunder dan data tersier. 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian dan hasil 

wawacara dari para ahli hukum. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan, peraturan 

perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian. 

3. Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk meskipun penjelasan 

mengenai data primer dan data sekunder, misalnya data dari kamus, media 

internet dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

5Burhan Ashshofa, 2000, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineke Cipta, hal. 95 
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3. Teknik pengumpulan data 

 

a. Studi pustaka 

 

Yaitu pengumpulan data melalui buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan- 

tulisan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengembalian barang 

bukti.6 

b. Wawancara 

 

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk  memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Bentuk wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara bebas yaitu wawancara dengan menyiapkan pokok- 

pokok yang akan ditanyakan, kemudian dikembangkan lebih lanjut. 

4. Analisis data 

 

Data dikumpulkan dan selengkapnya dan seteliti mungkin untuk 

mempertegas gejala-gejala yang ada selanjutnya dilakukan pengolahan data dan 

analisis data. Hal ini dimaksudkan untuk mengurai dan mengambil kesimpulan 

atas data yang diperoleh itu. Analisis data adalah suatu proses mengorganisasi dan 

mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja skripsi yang 

disarankan oleh data. Adapun metode pengambilan kesimpulan dilakukan dengan 

metode induktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6Khudzaifa Dimyati dan Kelik Wardiano, 2008, Metode Penelitian Hukum, Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 13. 
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F. Sistematika Penulisan 

 

Bab I: Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang,  permasalahan,  ruang 

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

Bab II: Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan 

mengenai pengertian barang bukti,hubungan barang bukti dengan alat 

bukti,macam-macam putusan barang bukti, pengertian penyitaan, 

barang/benda yang dapat dilakukan penyitaan, pengertian tindak 

pidana pencurian. 

Bab III: Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara 

khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti 

mengenai prosedur tata cara pengambilan barang bukti kendaraan 

motor roda dua akibat tindak pidana pencurian yang perkaranya sudah 

diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada 

pemilik/orang yang berhak, kendala dalam pelaksanaan pengambilan 

barang bukti kendaraan motor roda dua akibat tindak pidana pencurian 

yang disita setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

Bab IV: Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi 

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran. 
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